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a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 

u.p. Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi 

Alamat : 

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 5) 

Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 – Bay Pass Cempaka Putih Timur 

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

Telp. 021-29079201 

Fax.  021-29079201 

Email : Direktoratpapu5@gmail.com dan  

        konsinyasi.badilum@gmail.com  

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama 

u.p. Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi 

Alamat : 

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 6, 7, 8) 

Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 – Bay Pass Cempaka Putih Timur 

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

Telp. 021-29079177 

Fax.  021-29079277 

Email : tatakelolabadilag@gmail.com 

c. Direktorat Jenderal Militer & Tata Usaha Negara 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan 

Tata Usaha Negara 

u.p. Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata 

Usaha Negara Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan 

Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 

Alamat : 

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 9, 10) 

Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 – Bay Pass Cempaka Putih Timur 

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 
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Telp. 021-29079177 

Fax.  021-3505193 

Email : adm.diltun@ditjenmiltun.net 

4. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan bertanggung jawab untuk 

membuat rekapitulasi dan mengolah laporan keuangan penggunaan 

biaya perkara peradilan yang ada di bawah lingkungannya. 

5. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat mekanisme 

dan melakukan upaya yang diperlukan untuk memastikan dan 

membina terlaksananya penerimaan dan pengelolaan laporan yang 

tertib, efektif dan efisien. 

6. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat rekapitulasi 

laporan keuangan tiga bulanan dan rekapitulasi tahunan. 

7. Laporan yang dibuat oleh setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

dikumpulkan ke Sekretaris Mahkamah Agung u.p. Biro Keuangan 

Mahkamah Agung, tembusan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung. 

8. Kepaniteraan Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk 

menyiapkan laporan penerimaan dan penggunaan biaya proses di 

lingkungan Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Agung setiap 

3 (tiga) bulan dan rekapitulasi tahunan 

9. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan 

dalam bentuk rekapitulasi dapat ditampilkan ke muka publik secara 

berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi 

pengadilan. 

10. Untuk keperluan transparansi berkala, informasi yang perlu 

ditampilkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut: 

a. Sisa awal periode pelaporan. 

b. Jumlah uang masuk selama periode pelaporan. 

c. Jumlah uang terpakai selama periode pelaporan. 

 

 

 




